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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 54 TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa  untuk pemenuhan kewajiban/hutang kurang bayar 

Alokasi Dana Desa Tahun 2019 kepada Pemerintah Desa serta 

guna terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 

pelayanan dasar kepada masyarakat desa melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belaja Desa, perlu dilakukan pembayaran 

secara bertahap melalui pergeseran anggaran dari Belanja 

Tidak Terduga ke Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa); 

b. bahwa memperhatikan capaian realisasi Belanja Tidak Terduga 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 sampai dengan akhir bulan November 2021, masih 

mencukupi untuk dilakukan pergeseran; 

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sampang 

Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang   Nomor   15   Tahun   2019   tentang   Perubahan  atas  
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6673); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  109  Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala   

Daerah (Lembaran   Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 



- 4 - 
 

Sekda Ass. PKR 
Kabag 

Hukum 
Ka. 

BPPKAD 
Kasubag 
PerUUan 

     

 
 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 

5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

15. Peraturan  Pemerintah Nomor 2  Tahun 2012 tentang  Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019, Nomor 187); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
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Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah,  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 8); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten sampan Tahun 

2020 Nomor 12); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 1); 
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36. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang 

Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2021 Nomor 51). 

 

                                 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 51) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,      

Pendapatan,      Belanja,   dan Pembiayaan; 
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2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan    

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

             Ditetapkan di    :  Sampang 

            Pada tanggal      : 3 Desember  2021 

     

           

 

 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal     : 3 Desember  2021 

 

 
 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR :  54

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  SAMPANG 

 

 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos.,MM 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

 

H. SLAMET JUNAIDI 
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